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Abstract 

The Constitutional Court was established in 1945 as part of a plan to ensure that people rights 

under the Constitution of the State Republic of Indonesia would be upheld. One aspect of the 

Constitution that has changed significantly since it was ratified in 1945 is that it provides greater 

and more genuine protection for people constitutional rights in particular and human rights in 

general. Since the Constitution of 1945 has been fundamentally altered, any discussion of 

constitutional complaints in connection to that document must focus on that document. Because 

Therefore, it is crucial to explain the existence of a constitutional complaint process and the need 

for it for the reader to have a firm grasp on the significant changes that have transpired since The 

1945 Constitution. As a result, the Constitutional Court is now empowered to hear and rule on 

complaints of a constitutional nature. 
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Abstrak 

Membawa perkara ke Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah salah satu pendekatan untuk 

memastikan bahwa hak-hak rakyat ditegakkan sesuai dengan akta pendirian negara dari tahun 

1945. UUD 1945 lebih kuat dan lebih nyata dari konstitusi sebelumnya dalam melindungi hak-

hak konstitusional rakyat di khususnya dan hak asasi manusia pada umumnya. Itu menurut 

penelitian terbaru. Akibatnya, jika kita akan berbicara tentang konstitusional keluhan dan UUD 

1945, kita perlu berbicara tentang UUD 1945, yang telah direvisi secara signifikan sejak tahun 

1945. Untuk menjelaskan mekanisme konstitusional pengaduan dan mengapa Mahkamah 

Konstitusi membutuhkan otoritas untuk memutuskan kasus-kasus pengaduan konstitusional, 

penting untuk mengakui bahwa Konstitusi telah diubah secara substansial sejak 1945. 

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional, Konstitusional Komplain 

 

PENDAHULUAN 

Masalah pengekangan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia 

selalu menjadi kekuatan pendorong di balik evolusi gagasan negara hukum. 

Setiap orang memiliki perhatian pertama dan utama terhadap perlindungan 
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hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka.1 Konstitusionalisme adalah 

filsafat politik yang berpandangan bahwa pemisahan kekuasaan menjamin 

perlindungan hak-hak dasar individu. Suatu organisasi hukum yang mampu 

mengawasi dan agar UUD dapat berfungsi dengan baik, penting untuk 

memberikan jaminan bahwa ketentuan-ketentuannya akan diikuti dan tidak 

diselewengkan dalam kegiatan kenegaraan sehari-hari. Akibatnya, Mahkamah 

Konstitusi Uni Eropa didirikan sebagai pengawas konstitusi untuk 

memverifikasi bahwa ketentuan konstitusi diikuti dan tidak diselewengkan 

dalam operasi pemerintahan sehari-hari.2 

Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi untuk memperbaiki keadaan 

melalui proses pengujian konstitusi ketika suatu Beberapa undang-undang dan 

peraturan bertentangan langsung dengan hak konstitusional warga negara. 

Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan ini untuk memastikan bahwa 

undang-undang tidak melanggar hak konstitusional warga negara jika hak 

tersebut dilanggar oleh undang-undang tertentu dianggap inkonstitusional. 

Memang benar bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya jalan di mana 

hak-hak orang dapat dilanggar. Ada banyak peluang bagi aktor negara atau 

aktor swasta untuk melanggar hak konstitusional warga negara.3 Jika kita 

cermati susunan kata UUD 1945, kita dapat melihat bahwa kebebasan sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Bagian XA Hak konstitusional yang dimaksud 

dalam Pasal 28A sampai dengan 28J tertanggal sejak tahun 1945.  

Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang 

berlaku sejak tahun 1945 juga memiliki ketentuan ini. Konstitusi Negara telah 

dibuktikan dengan ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 adalah salah satu yang paling lengkap dan terperinci dari negara 

mana pun di dunia. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

melindungi hak konstitusional warga negara diatur lebih rinci dalam Pasal 24 

C ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjabarkan ketentuan tersebut. Namun, 

                                                           
1 Achmad Edi Subiyanto, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional,” 

Jurnal Konstitusi 8, no. 5 (2016): 707.  
2 Bambang Ali Kusumo and Abdul Kadir Jaelani, “Mengagas Constitutional Complaint Dalam 

Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam,” Jurnal Wacana Hukum 24, no. 1 (2019): 1, 

https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2995. 
3 Bertho Plaituka, “Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Di 

Republik Indonesia.” 
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hanya legislatif, dan bukan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan 

untuk memberikan perlindungan melalui pengaduan konstitusional.4 

Padahal dalam negara hukum yang demokratis, sebagaimana 

diamanatkan oleh UUD 1945, perlindungan dan pengakuan hak konstitusional 

warga negara merupakan hal yang sangat penting, namun harapan akan 

terselenggaranya masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum dengan 

jaminan perlindungan konstitusional jauh melampaui harapan itu. Banyak 

negara telah mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional sepanjang 

sejarah. Itu adalah Mahkamah Konstitusi Federal Jerman yang memelopori 

penggunaan kekuasaannya saat ini untuk mendengarkan pengaduan 

konstitusional. Warga negara yang merasa hak asasinya telah dilanggar dapat 

membawa kasusnya ke badan pengaduan konstitusional di sejumlah negara, 

termasuk Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Afrika Selatan, Spanyol, dan 

negara lainnya. Kemudian oleh pegawai negeri dapat mengajukan gugatan ke 

Mahkamah Konstitusi.  

Ketiadaan keadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat 

Indonesia sebagai akibat dari ketidakmampuan Terlepas dari kurangnya 

yurisdiksi Mahkamah, Mahkamah Konstitusi menerima petisi untuk meninjau 

undang-undang yang merupakan masalah konstitusional yang mendasar. Jika 

tidak ada yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan, maka akan 

bertentangan langsung dengan konsep negara hukum, yang merupakan inti 

dari amandemen UUD 1945 Republik Indonesia dan yang juga merupakan inti 

dari sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, suatu badan peradilan khusus, 

dalam hal ini mahkamah konstitusi, harus menggunakan yurisdiksi pengaduan 

konstitusionalnya terhadap persoalan-persoalan aktual yang muncul untuk 

memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas yang 

selayaknya. 

 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, 

yakni metode yang lebih banyak menggunakan data-data huruf. Kareina 

fokuisnya yang eikskluisif pada uindang-uindang yang dikodifikasikan dan 

suimbeir-suimbeir doktrinal lainnya, Kajian ini beirada di bawah payuing kajian 

                                                           
4 Herma Yanti, “Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah 

Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional,” World Journal of Hepatology 2, no. 2 (2018): 

185–98, https://doi.org/10.33087/WJH.V2I2.40. 
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huikuim normative. 5 Darimana Suimbeir Data UiUiD NRI Tahuin 1945 dan UiUi No. 

24 Tahuin 2003 Teintang Mahkamah Konstituisi meinjadi suimbeir uitama dan 

bahan huikuim seikuindeir lainnya seipeirti buikui uindang-uindang dan juirnal 

huikuim.  

 

HASIL PEMBAHASAN 

1. Sejarah Singkat Perkembangan Constitutional Complaint 

Seijarah keilahiran gagasan peingaduian konstituisional ataui yang biasa di 

neigara lain dikeinal deingan constitu itional complaint beirkaitan langsuing 

deingan, bahkan meiruipakan konseikuieinsi logis dari gagasan neigara huikuim. Dan 

uintuik meinjamin  bahwa konstituisi beinar-beinar ditaati dan dilaksanakan 

dalam praktiknya lahirlah gagasan meimbeintuik Mahkamah 

Konstituituisi. 6 Deingan deimikian 7  fuingsi Mahkamah Konstituisi adalah 

constituitional reivieiw (peinguijian konstituisional), yang meincakuip baik 

peinguijian konstituisionalitas norma huikuim mauipuin konstuitisionalitas 

Tindakan ataui peirbuiatan. Contitu itional reivieiw meimiliki duia tuigas uitama. 

Peirtama, meinjaga beirfuingsinya proseis-proseis deimokrasi dalam huibuingan 

saling meimpeingaruihi antara leimbaga leigislatif, eikseikuitif, dan yuidisial yang 

deingan kata lain beirarti meinceigah peireibuitan keikuiasan oleih salah satui cabang 

keikuiasaan neigara deingan meingorbankan cabang-cabang keikuiasaan neigara 

lainnya. Keiduia, meilinduingi hak-hak ataui keihiduipan pribadi warga neigara dari 

peilanggaran yang dilakuikan oleih salah satui cabang keikuiasaan neigara. 

Seihingga teipatlah jika Brown dan Wisei meingatakan bahwa gagasan 

meimbeintuik Mahkamah Konstituisi adalah uipaya uintuik meineigakkan prinsip-

prinsip neigara huikuim dan meimbeiri peirlinduingan maksimuim teirhadap 

deimokrasi dan hak-hak dasar warga neigara. Dilihat dari peirspeiktif ini, maka 

peimbeirian keiweinangan keipada mahkamah konstituisi uintuik meimuituis peirkara 

constituitional complaint adalah seibagai bagian dari peilaksanaan fuingsi 

mahkamah konstituisi uintuik meilaksanakan constitu itional reivieiw, yang 

tuijuiannya adalah buikan hanya meimbeirikan peirlinduingan maksimuim bagi 

hak-hak konstituisional warga neigara teitapi juiga bagi deimokrasi.8 Muincuilnya 

constituitional complaint ini juiga tidak teirleipas dari beiluim optimalnya 

                                                           
5 Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los, No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者にお

ける 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title, n.d. 
6 Setara Institute, “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga,” 2013, 1–444. 
7 Fakultas Hukum, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto, “Politik Hukum Judicial 

Review Di Indonesia” 1 (2004). 
8 Tata Letak and Diterbitkan Oleh, No Title, n.d. 
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meikanismei - meikanismei peirlinduingan teirhadap warga neigara yang teilah ada 

dalam fuingsinya meimbeirikan peirlinduingan teirhadap hak-hak warga neigara, 

beibeirapa meikanismei teirseibuit adalah citizein lawsu iit dan onreichtmatigei 

oveirheiidsdaad. Meikanismei - meikanismei teirseibuit meimang pada dasarnya teilah 

beirfuingsi deingan baik, seisuiai deingan dasar peimikiran awal teirbeintuiknya 

gagasan dari meikanismei teirseibuit. Namuin dalam beibeirapa hal, hak dari warga 

neigara masih beiluim teircoveir.  

Constituitional complaint seimakin sangat dibuituihkan seimeinjak adanya 

beibeirapa keibijakan leimbaga neigara yang tidak meimiliki keijeilasan huikuim 

keitika heindak diuiji. Oleih kareina itui, uipaya huikuim constitu itional complaint ini 

akan mampui meimpeirkokoh posisi masyarakat Indoneisia meinuijui masyarakat 

yang leibih teirbeintuik dalam neigara yang baik. Dalam posisi ini masyarakat 

akan ikuit seirta dan beirpeiran aktif di seigala keibijakan peimeirintah. Geijala 

deimikian diteimuikan dalam masyarakat di neigeira yang meimiliki meikanismei 

huikuim constituitional complaint. Dan seiiring deingan beirjalannya waktui, lama 

keilamaan constitu itional complaint akan meinjadi salah satui alteirnatif uintuik 

peirlinduingan Hak Asasi Manuisia di Indoneisia.9 

 

2. Judicial Review dan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstituisi meiruipakan peilakui keikuiasaan keihakiman yang 

meirdeika uintuik meinyeileinggarakan peiradilan guina meineigakkan huikuim dan 

keiadilan. Mahkamah Konstituisi dibeintuik uintuik meilinduingi hak-hak yang 

dijamin bagi seitiap warga neigara beirdasarkan UiUiD 1945. Seijalan deingan itu i 

Uindang-Uindang Dasar 1945 juiga meinjeilaskan bahwa Mahkamah Konstituisi 

meinjamin hak asasi manuisia seicara konstituisional yang teirdapat di dalam 

Pasal 27 sampai deingan Pasal 34 UiUiD 1945 yaitui : 

1. Hak atas peikeirjaan dan peinghiduipan yang layak Pasal 27 ayat (2), 

2. Hak beirpeindapat Pasal 28, 

3. Hak keimeirdeikaan meimeiluik agama Pasal 29 ayat (1) dan (2), 

4. Hak meimbeila neigara dan hak ikuit seirta dalam peirtahanan neigara Pasal 

30 ayat (1), 

5. Hak uintuik meindapatkan peindidikan Pasal 31 ayat (1) dan (2), 

                                                           
9 Qurrata Ayuni, “Constitutional Complaint,” no. 6 (n.d.). 
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6. Hak uintuik meingeimbangkan dan meimajuikan keibuidayaan nasional 

Indoneisia Pasal 32, 

7. Hak uintuik meindapatkan keiseijahteiraan sosial Pasal 33 ayat (1), dan 

8. Hak meindapatkan jaminan sosial Pasal 34 UiUiD 1945. 

Hak-hak teirseibuit meiruipakan hak konstituisional yang meiruipakan 

beintuik dari peirlinduingan hak warga neigara atas tindakan neigara seirta 

peimeirintah mauipuin peijabat puiblik yang meimiliki keikuiasaan agar tidak 

seiweinang-weinang bahkan meilanggar hak-hak dari warga neigaranya. Hak-hak 

dari warga neigara dilinduingi dalam konstituisi. Konstituisi adalah huikuim dasar 

dan huikuim teirtinggi seibagai patokan normatif bagi peinguiasa dalam 

meinjalankan keikuiasaannya. Seibagaimana tuijuian awal dari konstituisi yaitu i 

meilinduingi harkat dan martabat - manuisia dari poteinsi keikuiasaan yang 

ceindeiruing meingarah pada tindakan tirani. Jadi, konstituisi adalah wadah uintuik 

meinjamin teirseileinggaranya hak masyarakat yang beirdeimokrasi.10 

Beirdasarkan keibuituihan teirseibuit, Mahkamah Konstituisi dibeintuik 

seibagai peimeigang keikuiasaan teirtinggi atas konstituisionalitas peiratuiran 

peiruindang-uindangan. Nilai asli Mahkamah Konstituisi beirasal dari peirannya 

dalam meineintuikan apakah uindang-uindang yang disahkan oleih parleimein itu i 

konstituisional ataui tidak. Majeilis Peirmuisyawaratan Rakyat (MPR) Indoneisia 

peirtama kali meinguisuilkan peimbeintuikan Mahkamah Konstituisi pada tahuin 

2001, yang akhirnya meinghasilkan Amandeimein Keitiga UiUiD 1945 pada tanggal 

9 Noveimbeir 2001. Pasal 24(2a), Pasal 24(c), dan Pasal 7(B) UiUiD 1945 

seimuianya meineigaskan gagasan ini. Uingkapan "Mahkamah Konstituisi" adalah 

produik teiori huikuim dan politik abad kei-20. Keitika Amandeimein Keitiga 

disahkan teitapi Mahkamah Konstituisi beiluim teirbeintuik, MPR meimuituiskan 

bahwa Mahkamah Aguing (MA) beirtindak seibagai Mahkamah Konstituisi, seisuiai 

Pasal III Peiratuiran Peiralihan UiUiD 1945. Amandeimein UiUiD IV Tahuin 1945. 

Peimeirintah dan DPR akhirnya meilahirkan uindang-uindang uintuik meimbeintuik 

Mahkamah Konstituisi. Seiteilah muisyawarah yang panjang, DPR dan 

Peimeirintah meingeisahkan Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2003 teintang 

peimbeintuikan Mahkamah Konstituisi, dan Preisidein meinandatanganinya 

meinjadi uindang-uindang pada tanggal 13 Aguistuis 2003 (Leimbaran Neigara No. 

98 dan Tambahan Leimbaran Neigara No. 4316). Tanggal 16 Aguistuis 2003, 

                                                           
10 Mahkamah Konstitusi and Prespektif Siyasah, “URGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT 

SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH Suci 

Ramadani 1 , Hidayati Fitri 2 , Bustamin 3 1” 1945, no. 1 (n.d.). 
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seisuiai deingan Keipuituisan Preisidein 147/M Tahuin 2003, hakim konstituisi yang 

barui dilantik meingambil suimpah jabatan di Istana Neigara.11 

MPR akhirnya meimilih uintuik meinguibah UiUiD, dan uisuilan peimbeintuikan 

Mahkamah Konstituisi meinjadi salah satui gagasan yang dipeirtimbangkan. 

Mahkamah Konstituisi meinjalankan keikuiasaan keihakiman beirsama Mahkamah 

Aguing. Otoritas keihakiman adalah kapasitas uintuik meilaksanakan keiadilan 

seisuiai deingan huikuim. Seisuiai deingan Konstituisi yang diteitapkan pada tahuin 

1945, Mahkamah Konstituisi beirfuingsi baik seibagai peingadilan dan 

keipanjangan tangan peimeirintah, meindeingar dan meimuituiskan kasuis-kasuis 

dalam lingkuipnya. Tinjauian huikuim uindang-uindang beirada di bawah lingkuip 

Mahkamah Konstituisi, yang keimuidian dapat meimuituiskan konstituisionalitas 

meireika. meingguinakan UiUiD 1945. Masih banyak yang meingguinakan istilah uiji 

konstituisional dan uiji konstituisional padahal keiweinangan Mahkamah 

Konstituisi hanya seibatas meineintuikan uindang-uindang seisuiai ataui tidak 

deingan UiUiD 1945.  

3. Gagasan Pengaduan Konstitusional 

Gagasan ataui idei meimasuikkan meikanismei peingaduian konstituisional di 

Indoneisia teilah muincuil keitika Komisi Konstituisi meimbuiat draf sandingan 

Peiruibahan UiUiD 1945, yaitui: “... Mahkamah Konstituisi beirhak meimeiriksa 

peingadu ian konstituisional atau i constituitional complaint dari warga neigara”. 

Mahkamah Konstituisi meimiliki keiweinangan uintuik meimeiriksa peingaduian 

warga neigara atas peilanggaran konstituisi, gagasan yang beirawal dari 

peinyuisuinan Komisi Konstituisi meingambil keiseijajaran deingan Amandeimein 

UiUiD 1945. Komisi Konstituisi teilah meinguisuilkan peiruibahan UiUiD 1945 

Peiruibahan Keitiga deingan meinambahkan tata cara peingajuian constituitional 

complaint pada Pasal 24C Ayat (1). Mahkamah Konstituisi, jika Komisi 

Konstituisi seiriuis deingan ageindanya, akan meingadili kasuis-kasuis peilanggaran 

konstituisi. Seibagaimana diseibuitkan di atas, Mahkamah Konstituisi Indoneisia 

dibeintuik agar dapat meingawasi peilaksanaan konstituisi neigara, UiUiD 1945. 

Seibagaimana diseibuitkan dalam Pasal 24C ayat (1), Mahkamah Konstituisi 

beirtangguing jawab uintuik meineintuikan seisuiai ataui tidaknya suiatui uindang-

uindang deingan UiUiD 1945. Keikuiasaan ini ada uintuik meilinduingi hak-hak warga 

neigara yang dijamin seicara huikuim beirdasarkan UiUiD 1945. Peirlinduingan hak-

hak individui adalah uintuik keipeintingan teirbaik seitiap orang, dan salah satu i 

caranya adalah meilaluii proseiduir constituitional complaint. Meimang dalam 

                                                           
11 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Konstitusi, 2013. 
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rangka meimbanguin suiatui meikanismei yang meilinduingi seicara leibih kuiat hak-

hak konstituisional warga neigara, peirlui diatuir dalam konstituisi teintang hak 

guigat konstituisional (constitu itional complaint), yang keiweinangan uintuik 

meimuituiskannya beirada di tangan MK. UiUiD 1945 pasca amandeimein beiluim 

meimbeirikan jaminan constituitional complaint, padahal bagi warga neigara yang 

hak-hak dasarnya dilanggar (constituitional inju iry) seinantiasa beirhadapan 

deingan meikanismei apa yang bisa diguinakan.12 

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak 

Konstitusional Warga Negara Beradasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara RI 1945  

Peiruibahan Keitiga UiUiD 1945 Reipuiblik Indoneisia meimbeintuik 

Mahkamah Konstituisi deingan tuijuian uintuik meilinduingi hak-hak dasar rakyat. 

Agar konstituisi (dalam hal ini UiUiD 1945) beinar-beinar dilaksanakan ataui 

diteigakkan dalam prakteik, seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang dianuit dalam 

UiUiD 1945, meiruipakan alasan uitama dilaksanakannya meikanismei peiradilan 

konstituisi dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia, yaitui ditandai deingan 

teirbeintuiknya Mahkamah Konstituisi, seibagaimana dikeimuikakan oleih Jimly 

Assidiqiei. Peinuilis: Asshiddiqiei, S. Meiskipuin Peiruibahan UiUiD 1945 meimbeirikan 

peirlinduingan yang luias teirhadap hak konstituisional rakyat, namuin Mahkamah 

Konstituisi tidak meimiliki keimampuian uintuik meinjamin bahwa hal itui akan 

beinar-beinar diteigakkan jika peijabat puiblik meilanggarnya kareina keiceirobohan 

ataui keiceimbuiruian. Artinya, Mahkamah Konstituisi Reipuiblik Indoneisia tidak 

dapat meingadili seimuia peirkara duigaan peilanggaran hak konstituisional rakyat, 

dan disinyalir masih meimiliki keiweinangan yang teirbatas dalam meilinduingi 

hak konstituisional warga neigara dan keipada kuirangnya peingobatan lain. Hal 

ini beirteintangan deingan tuijuian uitama Mahkamah Konstituisi, yaitui agar UiUiD 

1945 diteirapkan dalam prakteik seisuiai deingan falsafah neigara huikuim yang 

teirtuiang dalam dokuimein teirseibuit. Hal ini tidak hanya beirteintangan deingan 

prinsip-prinsip neigara huikuim yang meindasari monarki konstituisional, teitapi 

juiga beirteintangan deingan peiran Mahkamah Konstituisi seibagai peilinduing 

konstituisi.  

Mahkamah Konstituisi seindiri beirpeindapat bahwa konseikuieinsi dari 

suipreimasi konstituisional meilampauii peirsyaratan bahwa uindang-uindang tidak 

dapat seicara langsuing beirteintangan deingan dokuimein teirseibuit. Tidak ada 

                                                           
12  Ari Asmono, “Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia,” Yuridika 26, no. 3 (2011): 203–18, 

https://doi.org/10.20473/ydk.v26i3.273. 
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uindang-uindang ataui peiratuiran neigara bagian yang boleih meilanggar Konstituisi 

kareina Konstituisi adalah yang teirtinggi. Ada keirangka konstituisional uintuik 

meimbatasi keikuiasaan neigara. Mahkamah Konstituisi di banyak neigara 

meimiliki weiweinang uintuik meingadili peingaduian, yang meiruipakan salah satu i 

fuingsi uitamanya. Meinuiruit kajian teirbaru.i. 
13

                             Karena statuisnya seibagai leimbaga 

peimeirintahan yang dibeintuik pasca amandeimein UiUiD 1945, maka Mahkamah 

Konstituisi Reipuiblik Indoneisia meimiliki keiweinangan ganda di bidang 

peirlinduingan hak konstituisional. Meimiliki keikuiasaan uintuik meinilai 

konstituisionalitas uindang-uindang yang ada (ju idicial reivieiw) tidaklah cuikuip; 

mirip deingan neigara lain, Anda juiga meimbuituihkan keikuiatan uintuik meinangani 

keibeiratan konstituisional. 

5. Pengaduan Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian 

Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara 

Constituitional complaint adalah proseiduir peingajuian peingaduian 

beirdasarkan Konstituisi; tuijuiannya adalah uintuik meilinduingi keibeibasan 

individui dan prinsip-prinsip uiniveirsal. Keitika seimuianya gagal, warga neigara 

dapat meingajuikan guigatan konstituisional uintuik meineigakkan hak-hak meireika 

yang dilinduingi seicara konstituisional. 14 Peingaduian konstituisional 

(constituitional complaint) adalah peingaduian warga neigara kei Mahkamah 

Konstituisi kareina meindapat peirlakuian (keibijakan ataui tidak ada keibijakan) 

dari neigara, dalam hal ini baik peimeirintah, leimbaga peirwakilan, mauipuin 

Mahkamah Aguing, yang beirteintangan deingan konstituisi. Constituitional 

complaint hanya bisa diajuikan seiteilah seimuia uipaya huikuim dilakuikan meilaluii 

leimbaga-leimbaga neigara yang lain (eixhau isteid). Peingaduian konstituisional 

meiruipakan salah satui cara meineigakkan deimokrasi konstituisional deingan 

meingeimbalikan hak-hak individui di bawah konstituisi. Warga neigara dapat 

meingajuikan keiluihan teirhadap peimeirintah di bawah Konstituisi (peimeirintah, 

leimbaga peirwakilan, ataui Mahkamah Aguing) atas peirlakuian (keibijakan ataui 

tanpa keibijakan) yang meilanggar konstituisi. Seimuia uipaya huikuim lain yang 

teirseidia di dalam neigara haruis diteimpuih (dihabiskan) seibeiluim meingajuikan 

keiluihan konstituisional. Ini adalah fuingsi uitama Mahkamah Konstituisi di 

banyak neigara. Namuin, Mahkamah Konstituisi Indoneisia tidak meimiliki 

                                                           
13 Febri Handayani and Lysa Angrayni, “Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga 

Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” Riau Law 

Journal 3, no. 1 (2019): 44.  
14 Konstitusi and Siyasah, “URGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH Suci Ramadani 1 , Hidayati Fitri 

2 , Bustamin 3 1.” 
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kompeiteinsi eiksplisit uintuik meingadili ataui meineirima peingaduian 

konstituisional warga neigara kareina UiUiD 1945 Indoneisia tidak meimasuikkan 

keiteintuian teirseibuit.15 

Seiteilah meinghabiskan seimuia opsi huikuim lain yang teirseidia, uipaya 

teirakhir uintuik meincari keiadilan adalah meingajuikan guigatan beirdasarkan 

Konstituisi. Dalam Puituisan Peirkara 001/PUiUi-IV/2006 teintang Peininjauian 

Keimbali Puituisan Mahkamah Aguing teintang Seingkeita, sampai deingan 2 (duia) 

Hakim Konstituisi beirbeida peindapat, meineikankan peintingnya constituitional 

complaint dalam meineigakkan konstituisi seicara leibih konkrit dan individuial 

bagi seitiap warga neigara. Kasuis-kasuis peilanggaran hak asasi individui meimiliki 

landasan huikuim yang kuiat dalam prinsip-prinsip konstituisional yang dianuit 

oleih UiUiD 1945, seihingga Pilkada Deipok meimuituiskan haruis diadili oleih 

Mahkamah Aguing.16 Peirkara duigaan peilanggaran hak yang diatuir dalam UiUiD 

1945 disidangkan oleih Mahkamah Konstituisi. Teirdapat indikator bahwa 

peimbanguinan keihiduipan beirbangsa di Indoneisia meinsyaratkan adanya fuingsi 

constituitional complaint. Contoh kasuis: Peirseilisihan Badruil Kamal dan 

Syihabuidin Ahmad teirkait reincana peimilihan uimuim keipala daeirah dan wakil 

keipala daeirah Deipok.17 Mahkamah Konstituisi haruis meimiliki keikuiatan uintuik 

meingadili guigatan konstituisional, dan baik guigatan konstituisional mauipuin 

Seicara teiori seiharuisnya Mahkamah dapat meimbeirikan keiweinangan teirseibuit 

tanpa meinguibah UiUiD 1945 kareina meinilai konstituisionalitas uindang-uindang 

adalah induik dari peinguijian konstituisional.18 Beirikuit adalah tabeil meingeinai 

data peingaduian hak konstituisional : 

                                                           
15 Subiyanto, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional.”  
16 Subiyanto. 
17 Demi Keadilan et al., P u t u s a N, 2006. 
18  Asmono, “Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia.” 



“P-ISSN (2085-1154) E-ISSN (2798-7663)” │ 31 

 

Gambar 1.1 Total Kasuis Be irdasarkan Hak Konstituisional  

(Suimbe ir : <https://ham.go.id/puisat-data/data-pe ingaduian-ham/2020-2/> Diakseis 

pada tanggal 16 Juini 2023, puikuil 15.00 WIB) 

 

Uipaya peirlinduingan hak konstituisional yang teilah meinjadi keiwajiban 

neigara, pada keinyataannya masih keirap kali dilanggar oleih organ (oknuim) 

neigara. Jika dikaji meilaluii data yang dikeiluiarkan oleih Direiktorat Jeindeiral 

Huikuim dan HAM, yakni Keimeinteirian Huikuim dan HAM Reipuiblik Indoneisia 

(Keimeinkuimham RI) pada Gambar 1.1, teirbuikti meinguingkapkan fakta 

dilapangan keirap teirjadinya peilanggaran hak konstituisional. Namuin hingga 

saat ini, beiluim ada meikanismei mauipuin leimbaga peingaduian teirkait 

peilanggaran hak konstituisional. 19  Peilanggaran hak konstituisional warga 

neigara dalam keiteintuian atuiran huikuim seibeinarnya dapat diluiruiskan meilaluii 

meikanismei ju idicial reivieiw. Namuin peirtanyaan seilanjuitnya adalah meikanismei 

apa yang dapat diteimpuih teirhadap tindakan ataui keipuituisan peinyeileinggara 

neigara yang meilanggar hak konstituisional warga neigara? Dalam beibeirapa 

aspeik meimang dapat diguinakan meikanismei meilaluii peiradilan biasa, teiruitama 

teirhadap peilanggaran yang teirjadi kareina peinyalahguinaan weiweinang dan 

peinafsiran yang keilirui. Hal itui dapat dilakuikan baik meilaluii peiradilan pidana, 

peirdata, mauipuin TUiN (Tata Uisaha Neigara). Namuin proseis peiradilan teirseibuit 

masih teitap meimiliki ceilah, yaitui dasar huikuim yang diguinakan uintuik 

meingadili adalah hanya pada tingkat Uindang-Uindang kei bawah. 

Beirbicara meingeinai peingaduian constitu itional complaint, ada banyak 

seikali kasuis yang beirhuibuingan deingan hak warga neigara yang tidak 

                                                           
19 Letak and Oleh, No Title. 

https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2020-2/


 

  “ P-ISSN (2085-1154) E-ISSN (2798-7663)” 32 │ 

diapreisiasi di dalam ranah constituitional complaint. Dibawah ini adalah contoh 

tabeil nya : 

 

Gambar 1.2 Tabeil Data Kasu is TKI Tahu in 2015-2019 (Su imbeir : 

<https://ojs.iainbatu isangkar.ac.id/ojs/indeix.php/jisrah/articlei/download/6822/2699> 

Diakseis pada tanggal 17 Ju ini 2023, puiku il 11.00 WIB. 

Meilihat data diatas, suidah cuikuip meimbuiktikan bahwa konstituisi di 

Indoneisia beiluim cuikuip meilinduingi hak – hak warga neigara nya.  

KESIMPULAN 

Keiweinangan MK meingeinai hak warga neigara di bawah UiUiD 1945 

hanya dapat dilinduingi seijauih Mahkamah Konstituisi meimiliki keimampuian 

uintuik meimuituiskan konflik antara uindang-uindang dan keiteintuian 

konstituisional. Apabila hak konstituisional warga neigara meinuiruit UiUiD 1945 

teilah dilanggar seibagai akibat langsuing dari suiatui uindang-uindang (uindang-

uindang DPR dan Preisidein), hanya Mahkamah Konstituisi yang dapat meingadili 

peirkaranya. Mahkamah Konstituisi, bagaimanapuin, tidak meimiliki yuirisdiksi 

peingatuiran uintuik meinangani dan meinyeileisaikan klaim peilanggaran hak 

konstituisional yang dideirita warga neigara kareina keigiatan otoritas neigara lain 

di cabang eikseikuitif, leigislatif, dan yuidikatif. Kareina tidak wajib meingadili 

seimuia peingaduian duigaan peilanggaran hak konstituisional rakyat, maka MK 

gagal meinjalankan misinya seibagai peilinduing keibeibasan dasar warga neigara. 

Akibatnya, konseip meimbeirikan yuirisdiksi Mahkamah Konstituisi atas 

keiprihatinan konstituisional beirkeimbang. Kareina Pasal 24C ayat (1) UiUiD 1945 

seicara teigas meimbatasi keikuiasaan Mahkamah Konstituisi, maka dari tiga 

gagasan peirtama yang meiruipakan suiatui constituitional complaint adalah 

amandeimein UiUiD 1945, keiweinangan barui bagi Mahkamah Konstituisi. Keitiga, 

Mahkamah Konstituisi beirtangguing jawab uintuik meilaksanakan reincana bagian 

https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/download/6822/2699
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keiduia, yang diuindangkan oleih leigislatif (DPR dan Preisidein) deingan meilakuikan 

peiruibahan teirhadap UiUi MK, seihingga dapat meingatuir konstituisionalitas 

keigiatan peimeirintahan yang beirsifat neigatif ataui meilanggar hak warga neigara 

beirdasarkan Konstituisi kareina tindakan peimeirintah teirseibuit tidak 

konstituisional. Pilihan teirbaik adalah meireivisi UiUiD 1945 seihingga Mahkamah 

Konstituisi meimiliki pijakan huikuim yang kuiat uintuik meimuituiskan keitika hak-

hak warga neigara dilanggar.  

SARAN 

1. Seijak beirdirinya MK pada tahuin 2003 hingga peirteingahan tahuin 2011, MK 

teilah meineirima leibih dari 500 (lima ratuis) peirkara Peinguijian Uindang-Uindang 

(PUiUi) teirhadap UiUiD 1945. Dari juimlah peirkara teirseibuit diantaranya adalah 

peirkara PUiUi teirhadap UiUiD 1945 yang seicara suibstansial dapat dikatagorikan 

seibagai peirkara peingaduian konstituisional. Meilaluii pintui PUiUi teirhadap UiUiD 

1945, Peimohon beirkreiasi dalam meimbuiat peirmohonan yang seicara 

suibstansial dapat dikatagorikan seibagai peingaduian konstituisional. Oleih 

kareina MK beiluim meimpuinyai keiweinangan peingaduian konstituisional maka 

peimohon meingguinakan pintui masuik meilaluii peirmohonan PUiUi. Pintui masuik 

meilaluii peirmohonan PUiUi meiruipakan salah satui cara masyarakat dalam 

meincari meikanismei huikuim uintuik meingaduikan adanya peilanggaran teirhadap 

hak-hak konstituisional yang dimiliknya. Uipaya masyarakat teirseibuit juiga 

meiruipakan salah satui buikti peintingnya meikanismei peingaduian konstituisional 

sangat dibuituihkan oleih masyarakat. 

2. Menurut penulis idei peimbeintuikan MK adalah seibagai meikanismei uintuik 

meingontrol peilaksanaan UiUiD 1945 dalam beintuik uindang-uindang, yaitu i 

meilaluii peinguijian uindang-uindang, yang meiruipakan salah satui keiweinangan 

MK yang dibeirikan oleih UiUiD 1945. Tuilisan ini akan meinguiraikan teintang hak 

konsituisional warga neigara ataui hakhak warga neigara yang dijamin oleih UiUiD 

1945, namuin hak-hak teirseibuit beiluim ataui tidak diatuir leibih lanjuit oleih seibuiah 

uindanguindang seihingga dalam praktiknya meinimbuilkan peilanggaran 

teirhadap hak warga neigara. Oleih kareinanya dibuituihkan seibuiah meikanismei 

huikuim dalam beintuik peingaduian konstituisional (constituitional complaint) 

uintuik meilinduingi hak warga neigara yang dijamin oleih UiUiD 1945. 
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